PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN TERHADAP
KONTRIBUSI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 309 /2024

TENTANG

DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

a. bahwa dalam rangka peningkatan

penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem
pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi
kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti

akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;

b. bahwa dalam rangka peningkatan penggunaan Aplikasi
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
(SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong, perlu adanya apresiasi dari Bupati Tabalong;

c. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Koordinasi Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupaten
Tabalong, perlu menetapkan penghargaan bagi
Perangkat Daerah yang memiliki kontribusi dalam
implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tabalong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Kalimantan

Pembentukan Daerah Tingkat II di
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6905);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi
Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah Penerima Penghargaan
Terhadap Kontribusi Dalam Implementasi Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan Terhadap Kontribusi Dalam Implementasi
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan
kriteria Pengguna dengan Jumlah Naskah Dinas Keluar dan
Naskah Disposisi terbanyak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
PARAF HIERARKI - PARAF KOORDINASI  pada tanggal 23 &/"“"‘5"‘ Dag
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209 /2024

TANGGAL 93 %\M\‘er X4

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN TERHADAP KONTRIBUSI
DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Jumlah
KRITERIA Naskah
NO. PENERIMA PENGHARGAAN PENGHARGAAN T ———
Disposisi
Peringkat Pertama
Pengguna dengan 3.007
1 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Jumlah Naskah Na.sk sk
’ Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Keluar dan
Naskah Disposisi
terbanyak
Peringkat Kedua
Pengguna dengan 02.439
o Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Jumlah Naskah Na.sk ah
' Terpadu Satu Pintu Dinas Keluar dan
Naskah Disposisi
terbanyak
Peringkat Ketiga
Pengguna dengan 2262
3. Sekretariat Daerah J.umlah Nagkah Naskah
Dinas Keluar dan
Naskah Disposisi
terbanyak
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